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ABSTRACT 

The Supervisory Board (Dewas KPK) was formed based on Law Number 19 of 2019 Article 21 

Paragraph (1) which resulted in pros and cons in society. Formulation of the problem in this 

research 1) What is the position of the KPK supervisory board after Law Number 19 of 2019 

in enforcing criminal acts of corruption. 2) What is the authority of the KPK supervisory board 

in the law enforcement system for criminal acts of corruption? Normative juridical legal 

research methods. This normative research is research that reviews documents and uses 

various secondary data. The data was analyzed qualitatively. The results of this research are 

1) The KPK Dewas is parallel to the KPK leadership, the structure is depicted by a straight 

dotted line connecting the leadership with the Dewas who coordinate with each other. Apart 

from that, the Dewas also has a supervisory function over the leadership of the Corruption 

Eradication Committee and provides authority for permits for wiretapping, search and/or 

confiscation as regulated in Article 37B. Meanwhile, the relationship between the Dewas and 

the Dewas Secretariat is connected by a straight line, which means that the relationship 

between the Dewas and the Dewas Secretariat is connected directly without intermediaries. 2) 

Adult authority, namely supervising the implementation of the duties and authority of the 

Corruption Eradication Commission, granting permission for wiretapping, search and/or 

confiscation, compiling and establishing a code of ethics, receiving reports from the public, 

holding hearings, evaluating the performance of the Corruption Eradication Commission. 

Keywords: Corruption Eradication Commission, Corruption, Supervisory Board, Position, 

Authority. 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Peraturan KPK yakni 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 sudah dianggap tidak relevan 

dengan perkembangan zaman, 
terlihat dari terbentuknya Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 

(Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019),  dalam perkembangan 

tersebut muncul Dewan Pengawas 

Komisi Pemberantasan Korupsi 
(Dewas KPK). Kemunculan Dewas 

KPK menjadi pusat perhatian di 

kehidupan masyarakat sehingga 

mengakibatkan pro dan kontra.  

Adanya pembaharuan hukum 

pada undang-undang yang mengatur 
tentang KPK ini, pengaturan 

tindakan yang akan dilakukan oleh 

KPK dalam melakukan 
pemberantasan tindak pidana 

korupsi berdasarkan atas izin Dewas 

yang mengakibatkan KPK sulit 
dalam melaksanakan tugas, oleh 

karena itu independen KPK juga 

dipertanyakan. Selain itu 

dikarenakan Dewas juga 
mempunyai kewenangan yang besar 

serta termasuk struktur organisasi 

internal KPK maka 
keindependensian. Dewas juga 
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dipertanyakan. Dewas yang 

memiliki kewenangan yang besar 
juga dipertanyakan lembaga yang 

akan mengawasi nantinya. Hal 

tersebut kemudian mengindikasi 

terjadinya pelemahan dan 
pembebanan dalam proses 

penyidikan tindak pidana korupsi 

pasca berlakunya kebijakan tersebut. 
Melihat permasalahan 

mengenai kedudukan dan 

kewenangan dewan pengawas KPK 

ini, maka penulis melakukan 
penelitian yang berjudul 

“KEDUDUKAN DAN 

KEWENANGAN DEWAN 

PENGAWAS KPK PASCA 

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 

TAHUN 2019 DALAM 

PENEGAKAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kedudukan Dewan 

Pengawasan KPK Pasca Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 

Dalam Penegakan Tindak Pidana 

Korupsi? 

2. Bagaimana Kewenangan Dewan 

Pengawasan KPK Dalam Sistem 

Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Korupsi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa Kedudukan 

Dewan Pengawasan KPK Pasca 

Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2019 Dalam Penegakan 

Tindak Pidana Korupsi 

2. Untuk menganalisa Kewenangan 

Dewan Pengawasan KPK Dalam 

Sistem Penegakan Hukum 

Tindak Pidana Korupsi 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian Dalam penelitian 

ini, jenis penelitian yang digunakan 
adalah yuridis normatif. Penelitian 

normatif ini adalah penelitian yang 

meninjau dokumen, dan memakai 

berbagai data sekunder seperti 
peraturan perundang-undangan, 

keputusan pengadilan, teori hukum, 

dan pendapat ahli 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Kedudukan Dewan Pengawasan 

KPK Pasca Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2019 Dalam Penegakan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Struktur Organisasi KPK dan Dewas 

KPK 

 

 
B. Kewenangan Dewan Pengawasan 

KPK Dalam Sistem Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Korupsi. 

Bagan Alur Penangann Tindak Pidana 

Korupsi 

 
IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Kedudukan Dewan Pengawas 

KPK Pasca Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 Dalam 

Penegakan Tindak Pidana 



Korupsi,Dewas KPK berada 

sejajar dengan pimpinan KPK, 

dalam struktur digambarkan 

dengan garis  lurus putus-putus 

yang menghubungkan pimpinan 

dengan Dewas yang saling 

berkoordinasi satu sama lainnya. 

Selain itu Dewas juga memiliki 

fungsi pengawasan terhadap 

pimpinan KPK dan memberikan 

izin penyadapan,penggeledahan 

dan/atau penyitaan. 

2. Memberikan izin Penyadapan, 

penggeledahan, dan/atau pe-

nyitaan, menyusun dan 

menetapkan kode etik,menerima 

laporan dari masyarakat,menye-

lenggarakan sidang,melakukan 

evaluasi kinerja KPK. 

B. Saran 

1. Perlu adanya revisi terhadap 

pengaturan Dewan Pengawas 

Komisi Pemberantasan Korupsi, 

karena dapat berimplikasi buruk 

pada KPK sebagai lembaga 

independen, sebab pada dasarnya 

KPK memiliki sistem 

pengawasnya sendiri yakni 

melalui mekanisme kontrol 

rakyat lewat Dewan Perwakilan 

Rakyat 

2. Perlu adanya rekonstruksi 

kewenangan Dewan Pengawas 

agar tidak menghambat 

pelaksanan tugas dan 

kewenangan Komisi pem-

berantasan. 
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